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Uslifah Chairil (B111 08 504), Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat 
Atas Tindakan Medis Yang Dilakukan Oleh Tenaga Keperawatan Di 
Luar Kewenangannya, dibimbing oleh Badriyah Rifai selaku 
pembimbing I, dan Harustiati A. Moein selaku pembimbing II. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum 
bagi masyarakat atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga 
keperawatan di luar dari kewenangannya dan untuk mengetahui bentuk 
tanggung jawab tenaga keperawatan.  
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo khususnya pada tenaga 
keperawatan, masyarakat yang pernah dirugikan oleh tenaga 
keperawatan, Dinas Kesehatan Kota Palopo, Persatuan Perawat Nasional 
Indonesia Kota Palopo, dan Ikatan Bidan Indonesia Kota Palopo. Pada 
penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 
study dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif. 
 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan 
hukum yang diberikan bagi masyarakat atas tidakan medis yang dilakukan 
oleh tenaga keperawatan di luar kewenangannya yaitu pertama 
pengawasan dari dinas kesehatan dalam bentuk pemberian Surat Izin 
Perawat dan Surat Izin Kerja Bidan yang mengatur sejauh mana 
kewenangan tenaga keperawatan serta pengawasan dari PPNI dan IBI, 
namun masih saja ada tenaga keperawatan yang melakukan tindakan di 
luar kewenangannya yakni mendiagnosa dan memberikan pengobatan 
sebab tidak adanya pengawasan secara langsung dari Dinas Kesehatan 
Kota Palopo maupun dari PPNI dan IBI Kota Palopo, kedua yakni ganti 
kerugian berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. 
Bentuk pertanggungjawaban tenaga keperawatan di Kota Palopo apabila 
terjadi kerugian terhadap masyarakat yaitu memberikan pengobatan 
kembali, mengantarkannya ke puskesmas dan membayar biaya 
pengobatan di Rumah Sakit. Namun ada pula masyarakat yang dirugikan 
oleh tenaga keperawatan yang bertindak di luar kewenangannya tetapi 
tidak mendapatkan pertanggungjawaban sama sekali. Seharusnya 
masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban tenaga keperawatan 
dengan meminta ganti kerugian berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang 
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A. Latar Belakang 
Kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap 
seseorang dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari. Dengan 
kondisi tubuh yang sehat, seseorang dapat melakukan berbagai macam 
aktifitas dalam rangka meningkat taraf hidupnya. Kesehatan mejadi 
sesuatu yang sangat berharga untuk terus tetap dijaga dan ditingkatkan. 
Hal tersebut tentulah tidak terlepas dari peran serta pemerintah, 
masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan yang sebaik-baiknya. Baik secara sendiri maupun bersama-
sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan 
mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan seseorang, kelompok, 
ataupun masyarakat. 
Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian 
dan kualifikasi yang dimiliki, salah satu diantaranya adalah tenaga 
keperawatan. Pelayanan keperawatan berupa bantuan yang diberikan 
karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, 
serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan 
kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri. Kegiatan dilakukan dalam 
upaya mencapai peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, 
penyembuhan, pemulihan, dan pemeliharaan kesehatan dengan 
penekanan pada upaya pelayanan kesehatan primer, yaitu untuk 
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memungkinkan setiap penduduk/individu mencapai kemampuan untuk 
hidup sehat dan produktif. 1 
Asuhan keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan 
pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien 
diberbagai tatanan pelayanan kesehatan, dilaksanakan berdasarkan 
kaidah-kaidah keperawatan sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu 
dan kiat keperawatan, bersifat humanistis, dan berdasarkan pada 
kebutuhan objektif pasien untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien. 
Seorang perawat memiliki kompetensi dalam melakukan asuhan 
keperawatan profesional kepada pasien, bukan melakukan tindakan 
medis. Bila perawat melakukan tindakan medis, itu merupakan kegiatan 
kolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Sebagaimana 
disebutkan pada Pasal 15 Kepmenkes RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 
tentang Registrasi dan Praktik Perawat ayat (d) yaitu pelayanan tindakan 
medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaaan tertulis dari 
dokter. Ini jelas bahwa tindakan medis hanya legal dilakukan oleh dokter, 
bukan perawat. Apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan medis 
maka dokter boleh meminta bantuan perawat untuk melakukan tindakan 
tersebut, dengan syarat dokter  wajib memberikan pelimpahan 
kewenangan yang jelas kepada perawat  secara tertulis untuk melakukan 
tindakan medis tersebut. 
Berdasarkan Permenkes No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Pasal 10 yaitu dalam 
                                                 
1 Ns. Ta’adi, 2013, Hukum Kesehatan (Sanksi & Motivasi bagi Perawat), Buku Kedokteran, Jakarta, 
hlm. 14. 
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keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak 
ada dokter di tempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan 
kesehatan di luar kewenangan dan Pasal 11 yaitu bagi perawat yang 
melakukan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan 
di luar kewenangan.2  
Selain perawat, tenaga keperawatan juga melingkupi bidan. Bidan 
diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung-jawab dan 
akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan 
dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan 
masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan 
memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini 
mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi 
komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan 
lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan. 3 
Bidan juga dapat melakukan tindakan di luar kewenangan tersebut 
sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 Permenkes No. 
1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 
yaitu bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki 
dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan. 
4
 
                                                 
2 Pasal 10 dan 11, Permenkes No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Perawat. 
3
 Pendahuluan Angka 3, Defenisi Bidan Kepmenkes RI No. 369/Menkes/SK/III/2007 tentang 
Standar Profesi Bidan 
4  Pasal 14 Permenkes No. 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 
Bidan. 
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Namun dalam  realitasnya, masih terdapat tenaga keperawatan 
yang melakukan tindakan medis di luar dari kewenangan yang diberikan. 
Seperti hasil pengamatan penulis pada saat melakukan pra penelitian di 
Kota Palopo, ternyata di daerah tersebut sudah memiliki sarana 
pelayanan kesehatan yang sangat memadai dengan jumlah tenaga 
kesehatan yang cukup. Akan tetapi, masih terdapat tenaga keperawatan 
yang melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya yaitu berupa 
mendiagnosa penyakit dan melakukan pengobatan terhadapat 
masyarakat di luar dari sarana pelayanan kesehatan, tanpa adanya 
kolaborasi atau pelimpahan kewenang dari dokter serta tidak dalam 
kondisi darurat.5 
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis merasa perlu 
mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi 
masyarakat atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan 
di luar kewenangannya. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindakan 
medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan di luar 
kewenangannya ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan No. 36 
Tahun 2009? 
2. Bagaimana tanggung jawab tenaga keperawatan jika terjadi 
kerugian terhadap masyarakat atas tindakan medis yang dilakukan 
di luar kewenangannya? 
                                                 
5 Prapenelitian, pada tanggal 11 Februari 2013. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat apabila 
terjadi kerugian akibat dari tindakan medis yang dilakukan oleh 
tenaga keperawatan di luar kewenangannya. 
2. Untuk mengetahui tanggung jawab tenaga keperawatan jika terjadi 
kerugian terhadap masyarakat akibat dari tindakan medis yang 
dilakukan di luar kewenangannya. 
Kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Dapat memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan hukum pada 
khususnya tentang perlindungan hukum bagi masyarakat jika 
terjadi kerugian akibat dari tindakan medis yang dilakukan oleh 
tenaga keperawatan di luar kewenangannya. 
2. Dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada para 
mahasiswa fakultas hukum dan para praktisi hukum khususnya, 
dan yang terpenting bagi masyarakat pada umumnya mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi terkait 










A. Pengertian Perlindungan Hukum 
Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, 
makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota 
masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai 
makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan 
perbuatan hukum dan hubungan hukum. 6 
Perbuatan hukum diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang 
dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan 
kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari 
perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan 
perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.7 
Hubungan hukum diartikan sebagai hubungan antara dua atau 
lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu 
dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara 
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan 
hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak 
dan kewajiban pihak yang lain. 
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 
terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang 
bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun 
                                                 
6 Dikutip dari website http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-
babii.pdf, pada tanggal 19 November 2013. 
7 Ibid. 
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tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu 
gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat 
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 
kedamaian.8 
B. Tinjauan Umum Tenaga Keperawatan 
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 
tentang Tenaga Kesehatan, adanya berbagai macam tenaga kesehatan, 
yang mempunyai bentangan yang sangat luas, baik dari segi latar 
belakang pendidikannya maupun jenis pelayanan atau upaya kesehatan 
yang dilakukan. Jenis tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang ini 
meliputi:9 
a. Tenaga medis, mencakup: 
1. Dokter 
2. Dokter gigi 
b. Tenaga keperawatan, mencakup: 
1. Perawat 
2. Bidan 
c. Tenaga kefarmasian, mencakup: 
1. Apoteker 
2. Analis 
3. Asisten Apoteker 
d. Tenaga kesehatan masyarakat, mencakup: 
1. Epidemiolog kesehatan 
2. Entomolog kesehatan 
3. Mikrobiolog kesehatan 
4. Penyuluh kesehatan 
5. Administrator kesehatan 
6. Sanitarian 
e. Tenaga gizi, yang mencakup: 
1. Nutrisionis 
2. Esisten  
f. Tenaga keterapian fisik, yang mencakup: 
1. Fisioterapis  
2. Akupasiterfis  
                                                 
8 Ibid. 
9 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka CIpta, Jakarta, hlm. 98-99 
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3. Terapis wicara 
g. Tenaga keteknisian medis, yang mencakup: 
1. Radiografer  
2. Radioterafis  
3. Teknisi gizi 
4. Teknisi elektromedis 
5. Analis kesehatan 
6. Refraksionis  
7. Optisien  
8. Otorik prostetek 
9. Teknisi transfuse 
10. Perekam medis 
 
Berdasarkan hasil Lokakarya Keperawatan Nasional tahun 1983, 
keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang 
merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan 
pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-
spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan 
masyarakat baik yang sakit maupun yang sehat mencakup seluruh siklus 
hidup manusia. 
Berdasarkan defenisi tersebut, dapat diketahui bahwa keperawatan 
merupakan bentuk pelayanan yang diberikan berdasarkan ilmu dan kiat 
keperawatan. Ruang lingkup asuhan keperawatan meliputi bidang yang 
amat luas, mencakup aspek fisik dan psikis, dalam kapasitas individu, 
hubungannya dengan keluarga, dan social. Sasaran keperawatan tidak 
hanya individu (pasien), tetapi juga keluarga dan masyarakat; tidak hanya 
terhadap seseorang yang sakit, tetapi juga yang sehat, sejak masih dalam 
kandungan hingga meninggal dunia.10 
                                                 
10 Sri Praptianingsih, 2006, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan 
Dirumah Sakit, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25-26. 
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Pelayanan keperawatan mencakup seluruh siklus hidup manusia, 
artinya asuhan keperawatan diberikan sejak dalam kandungan sampai 
saat seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam keperawatan 
dikenal keperawatan kebidanan, keperawatan anak, keperawatan usia 
lanjut, dan lain-lain.11 
1. Pengertian Perawat 
Pengertian perawat berdasarkan Permenkes RI No. 1239 Tahun 
2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat yaitu: 
“Seseorang yang telah lulus pendidikan keperawatan, baik di dalam 
maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.”12 
 
2. Pengertian Bidan 
Pengertian bidan berdasarkan Kepmenkes No. 
900/MENKES/SK/VII/2002 yaitu: 
“Seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan 
kebidanan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang 
berlaku.” 
 
Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung 
jawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang 
bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka 
mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Pelayanan kebidanan 
merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan 
untuk mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka tercapainya 
keluarga berkualitas. 
                                                 
11 Ibid, hlm. 31. 
12 Masruroh Hasyim, 2012, Etika Keperawatan, hlm 28. 
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Pelayanan kebidanan merupakan layanan yang diberikan oleh 
bidan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dengan maksud 
meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya kelaurga 
berkualitas, bahagia dan sejahtera.13 
Berlainan dengan perawat yang dalam hukum kesehatan pernah 
dikenal sebagai perpanjangan tangan dokter maka wewenang dan 
kedudukan bidan adalah lebih bebas dan mandiri. Pada umumnya 
seorang bidan dalam menjalankan tugasnya tidak selalu dibawah instruksi 
dokter, kecuali jika di dalam pemeriksaan kehamilan dan memberikan 
pertolongan persalinan diperlukan konsultasi bahkan harus merujuk ke 
dokter kandungan.14 
3. Kewenangan Tenaga Keperawatan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan, tenaga keperawatan terdiri atas perawat dan bidan. 
Berikut kewenangan perawat dan bidan berdasarkan peraturan 
pemerintah: 
a. Kewenangan Perawat  
Berdasarkan Permenkes RI No. 1239/Menkes/Per/XI/2001 tentang 
Registrasi dan Praktik Perawat, kewenangan perawat yaitu:15 
Pasal 15 
Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berwenang 
untuk: 
a. Melakukan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, 
penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, 
                                                 
13 Dwana Estiwidani, Konsep Kebidanan, (Yogyakarta: Fitramaya, 2008), hlm. 7-8. 
14 Indar, Etika Profesi Kesehatan, (Makassar: Fakultas Kesehatan UNHAS, 2010), hlm. 77. 
15 Pasal 15 dan 20, Kepmenkes RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik 
Perawat. 
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melaksanakan tindakan keperawatan, dan evaluasi 
keperawatan. 
b. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir a 
meliputi: intervensi keperawatan, observasi keperawatan, 
pendidikan dan konseling kesehatan. 
c. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana 
dimaskud huruf a dan b harus sesuai dengan standar 
asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi 
profesi. 
d. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan 
berdasarkan permintaan tertulis dari dokter. 
 
Pasal 20 
(1) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa 
seseorang/pasien, perawat berwenang untuk melakukan 
pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15. 
(2) Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa. 
 
b. Kewenangan Bidan 
Hukum untuk kebidanan antara lain diatur dalam Permenkes No. 
1464 Tahun 2010, Pasal 9 peraturan ini menentukan mengenai 
kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang 
meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan 
pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.16 
a. Pelayanan Kesehatan Ibu 
Pelayanan kesehatan ibu diberikan pada masa pra hamil, 
kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan 
masa antara kedua kehamilan.  
 
Pelayanan kesehatan ibu meliputi: 
1. Pelayanan konseling pada masa pra hamil 
2. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal 
3. Pelayanan persalinan normal 
4. Pelayanan ibu nifas normal 
5. Pelayanan ibu menyusui 
6. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan 
                                                 
16 Pasal 9, Permenkes RI No. 1464/Menkes/Sk/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan. 
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b. Pelayanan Kesehatan Anak 
Pelayanan kesehatan anak diberikan pada bayi baru lahir, 
bayi, anak balita, dan anak pra sekolah. Pelayanan kesehatan 
anak, bidan berwenang untuk: 
1. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk 
resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini, 
injeksi Vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa 
neonatal (0 - 28 hari), dan perawatan tali pusat 
2. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera 
merujuk. 
3. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan 
perujukan 
4. Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah 
5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra 
sekolah 
6. Pemberian konseling dan penyuluhan 
7. Pemberian surat keterangan kelahiran dan 
8. Pemberian surat keterangan kematian. 
c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga 
Berencana 
Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 
keluarga berencana, bidan berwenang: 
1. Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan 
reproduksi perempuan dan keluarga berencana 
2. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom. 
Pasal 14 
(1) Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak 
memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar 
dari kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
(2) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan 
oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. 
(3) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak berlaku. 
 
4. Standar Asuhan Keperawatan 
Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat professional 
melalui kerjasama berbentuk kolaborasi dengan klien dan tenaga 
kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan atau sesuai 
dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab.17 
                                                 
17 Indar, Op.Cit., hlm. 70. 
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Dalam menjalankan tugas profesi, perawat berpatokan kepada 
standar asuhan keperawatan. Standar keperawatan deskripsi kualitas 
yang diinginkan terhadap pelayanan yang diberikan pada pasien. Standar 
keperawatan bertujuan: 
a. Meningkatkan kualitas asuhan keperawatan 
Perawat berusaha mencapai standar yang telah ditetapkan 
perawat termotivasi untuk berusaha karena jelas arah yang 
dituju. 
b. Menurunkan biaya perawatan 
Perawat melakukan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
standar sehingga berkurang kegiatan-kegiatan yang tidak perlu 
dan yang tidak bertujuan. 
c. Melindungi perawat dari kelalaian melakukan tugas dan 
melindungi pasien dari tindakan yang tidak terapeutik. 
Dep. Kes (Ditjen. Yan. Med. Direktorat RS Medik) telah menyusun 
buku Standar Asuhan Keperawatan yang mencakup:
18
 
Standar I : Falsafah Keperawatan 
Standar II : Tujuan Keperawatan 
Standar III : Pengkajian Keperawatan 
Standar IV : Diagnosis Keperawatan 
Standar V : Perencanaan Keperawatan 
Standar VI : Intervensi Keperawatan 
1. Memenuhi kebutuhan oksigen 
2. Memenuhi kebutuhan nutrisi, keseimbangan 
cairan dan elektrolit 
3. Memenuhi kebutuhan eliminasi 
4. Memenuhi kebutuhan keamanan 
                                                 
18 Ibid., hlm. 71. 
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5. Memenuhi kebutuhan kebersihan dan 
kenyamanan fisik 
6. Memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur 
7. Memenuhi kebutuhan gerak dan kebutuhan 
jasmani 
8. Memenuhi kebutuhan spiritual  
9. Memenuhi kebutuhan emosional  
10.  Memenuhi kebutuhan komunikasi 
11.  Mencegah dan mengatasi reaksi fisiologis 
12.  Memenuhi kebutuhan pengobatan dan membantu 
proses penyembuhan  
13.  Memenuhi kebutuhan penyuluhan 
14.  Memenuhi kebutuhan rehabilitasi 
Standar VII : Evaluasi Keperawatan 
Standar VIII : Catatan Layanan Keperawatan 
 
Standar asuhan keperawatan tersebut menguraikan prosedur yang 
harus dilakukan dalam memberikan asuhan sehingga kelainan dan 
kesalahan dapat dihindarkan. Seandainya perawat dituntut pasien maka 
akan dinilai, apakah tindakannya sesuai dengan standar atau tidak, 
dengan demikian standar berguna untuk melindungi perawat dan pasien 
dari kesalahan dan mengetahui perawat lalai atau salah. 
 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 
disebutkan bahwa :  
“Tenaga Kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, hak 
penggunaan pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar 
prosedur operasional” 
 
5. Dasar Hukum Tenaga Keperawatan 
1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
4. Permenkes RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 
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5. Kepmenkes RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi 
dan Praktik Perawat 
6. Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin 
dan Penyelenggaraan Praktik Perawat 
7. Kepmenkes RI No. 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar 
Profesi Bidan 
8. Kepmenkes RI No. 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar 
Asuhan Kebidanan. 
9. Permenkes RI No. 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan 
 
C. Tindakan Medis 
1. Definisi Tindakan Medis 
Arti tindakan medis adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap 
pasien berupa diagnostik atau terapeutik.19 
a. Diagnostik adalah ilmu untuk menentukan jenis penyakit 
berdasarkan gejala yang ada. 20 
b. Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara 
meneliti (memeriksa) gejala-gejalanya.21 
c. Transaksi Terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan 
pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan 
kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi 
yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik 
                                                 
19 Dikutip dari website http://www.hukor.depkes.go.id/?art=52, pada tanggal 14 Mei 2013. 
20 Dikutip dari website http://www.artikata.com/arti-325149-diagnostik.html, diakses pada 
tanggal 13 Desember 2012. 
21 Ibid. 
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memiliki sifat atau ciri khusus yang berbeda dengan perjanjian 
pada umumnya, kekhususannya terletak pada atau mengenai 
objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini adalah berupa 
upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien.22 
2. Diagnosis Keperawatan 
Diagnosis keperawatan merupakan analisis secara kritis dan 
interpretasi data yang telah disistematisasi berdasarkan perspektif 
keperawatan. Diagnosis keperawatan menggambarkan status masalah 
kesehatan tersebut. Berdasarkan pada diagnosis keperawatan rencana 
asuhan keperawatan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi.23 
Diagnosis keperawatan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: 
1. Problem (masalah) adalah gambaran keadaan pasien yang 
merupakan penyimpangan dari keadaan normal (sehat) 
2. Entiologi (penyebab) menunjukkan keadaan/peristiwa yang 
menyebabkan timbulnya masalah. 
3. Sign (tanda/gejala) adalah cirri, tanda, atau gejala yang 
merupakan informasi yang diperlukan untuk merumuskan 
diagnosis keperawatan. 
Diagnosis keperawatan dibuat oleh perawat berdasarkan pada 
kajian keperawatan. Di dalamnya menggambarkan respons/tanggapan 
individu, misalnya berupa kenaikan suhu badan, kenaikan tekanan darah, 
perasaan takut, khawatir, rendah diri, atau sebaliknya. Apabila respon 
inidvidu berubah, diagnosis keperawatan juga berubah sesuai dengan 
                                                 
22 Bahder Johan, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 
hlm. 11. 
23 Sri Praptianingsih, Op.Cit., 40-41 
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perkembangan kondisi pasien. Diagnosis ini hanya dipergunakan dan 
dilaksanakan oleh perawat yang memberikan asuhan/pelayanan 
keperawatan kepada pasien tertentu. 
Berikut perbedaan diagnosis keperawatan dan diagnosis medis: 
1. Diagnosis Keperawatan 
a. Berfokus pada respon atau reaksi pasien terhadap 
penyakitnya. 
b. Berorientasi pada kebutuhan individu. 
c. Berubah sesuai dengan respon pasien. 
d. Mengarah pada fungsi mandiri perawat dalam 
melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi. 
2. Diagnosis Medis 
a. Berfokus pada faktor-faktor yang bersifat pengobatan dan 
penyembuhan penyakit 
b. Berorientasi pada keadaan patologis 
c. Cenderung tetap, mulai dari sakit sampai sembuh 
d. Mengarah pada tindakan medik yang sebagian dapat 
dilimpahkan kepada tenaga kesehatan lain seperti 
perawat.24 
D. Hubungan Hukum Tenaga Keperawatan dengan Pasien 
Hubungan hukum pasien dengan tenaga keperawatan berupa 
kontrak di mana tenaga keperawatan harus berupaya memberikan 
pelayanan sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimiliki. Kontrak ini 
dapat merupakan inspanning verbintenis maupun resultaat verbintenis. 
                                                 
24 Ibid. 
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Hubungan hukum antara tenaga keperawatan dengan pasien diatur dalam 
Pasal 53, 54, dan 55 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan, yaitu: 25 
Pasal 53 ayat (1) menyebutkan: 
"Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum 
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.” 
 
Ayat (2): 
“Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk 
mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.” 
 
Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai 
petunjuk dalam menjalankan profesi dengan baik. Tenaga kesehatan yang 
berhadapan dengan pasien seperti dokter dan perawat, dalam 
melaksanakan tugasnya harus menghormati hak pasien.  
Ayat (3) 
“Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pembuktian, dapat 
melakukan tindakan medis tertentu terhadap seseorang dengan 
memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.” 
 
Dalam upaya pembuktian, tenaga kesehatan dapat diminta untuk 
melakukan tindakan medis terhadap seseorang, baik dalam perkara 
pidana maupun perkara lainnya. Permintaan ini diajukan secara tertulis 
oleh pejabat yang berwenang menangani masalah tersebut. Meskipun 
untuk suatu tindakan medis harus didasarkan atas indikasi medis, namun 
dalam kaitannya dengan pembuktian, tenaga kesehatan harus melakukan 
tindakan medis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, kecuali bila tenaga kesehatan menilai bahwa orang yang 
dilakukan tindakan tersebut terdapat hal yang merupakan indikasi kontra 
                                                 
25 Pitono Soeprapto dkk, 2006, Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan, Airlangga University Press, 
Surabaya, hlm. 136-139. 
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dari tindakan medis yang dilakukan. Dalam hal ini ia dapat menolak dan 
menghentikan tindakan tersebut.  
Ayat (4) 
“Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah” 
 
Pasal 54 ayat (1): 
“Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau 
kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan 
tindakan disiplin.” 
 
Tindakan disiplin dalam ayat ini adalah salah satu bentuk tindakan 
administratif misalnya pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau 
hukuman lain sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. 
Ayat (2): 
“Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh majelis disiplin tenaga 
kesehatan.” 
 
Untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan 
objektif baik kepada tenaga kesehatan maupun pihak penerima pelayanan 
kesehatan, pertimbangan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian atas 
penerapan standar profesi dilakukan oleh sebuah majelis. Majelis ini tidak 
hanya terdiri atas tenaga kesehatan saja, tetapi juga tenaga bidang lain 
yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi seperti ahli hukum, ahli 
psikologi, ahli sosiologi, ahli agama, yang diketuai oleh seorang sarjana 
hukum. 
Ayat (3): 
“Ketentuan mengenai pembentukan tugas, fungsi, dan tata kerja 
majelis disiplin tenaga kesehatan ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden.” 
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Pasal 55 ayat (1): 
“Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau 
kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.” 
 
Ayat (2): 
“Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 
 
E. Hak dan Kewajiban Tenaga Keperawatan 
Hukum mengatur perilaku hubungan antarmanusia sebagai subjek 
hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan manusia, 
baik secara perorangan maupun berkelompok, hukum mengatur perilaku 
hubungan baik antara manusia yang satu dengan yang lain, antar 
kelompok manusia, maupun antar manusia dengan kelompok manusia. 
Hukum dalam interaksi manusia merupakan keniscayaan.26 
Standar Profesi merupakan pedoman bagi tenaga kesehatan dalam 
menjalankan upaya pelayanan kesehatan, khususnya terkait dengan 
tindakan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien, 
sesuai dengan kebutuhan pasien, kecakapan, dan kemampuan tenaga 
kesehatan serta ketersediaan fasilitas dalam sarana layanan kesehatan 
yang ada.27  
1. Perawat 
Berikut hak dan kewajiban perawat berdasarkan Permenkes RI No. 
HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 
Perawat yaitu:28 
                                                 
26 Sri Praptianingsih, Op.Cit., hlm. 5 
27 Ibid, hlm.9. 
28 Pasal 11 dan 12, Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Perawat. 
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a. Hak Perawat 
1. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan 
praktik keperawatan sesuai standar; 
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien 
dan/atau keluarganya; 
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi; 
4. Menerima imbalan jasa profesi; dan 
5. Memperoleh jaminan perlindungan hukum terhadap resiko 
kerja yang berkaitan dengan tugasnya. 
b. Kewajiban Perawat 
1. Menghormati hak pasien; 
2. Melakukan rujukan; 
3. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
4. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan 
pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan; 
5. Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang dilakukan; 
6. Melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara 
sistematis; dan 
7. Mematuhi standar. 
2. Bidan 
Berikut hak dan kewajiban bidan berdasarkan Permenkes RI No. 
1464/Menkes/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 
Bidan:29 
                                                 
29 Pasal 18 dan 19, Permenkes RI No. 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan. 
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a. Hak Bidan 
1. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan 
praktik/kerja sepanjang sesuai standar; 
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien 
dan/atau keluarganya; 
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan 
standar; dan 
4. Menerima imbalan jasa profesi. 
b. Kewajiban Bidan 
1. Menghormati hak pasien; 
2. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien 
dan pelayanan yang dibutuhkan; 
3. Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat 
ditangani dengan tepat waktu; 
4. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan; 
5. Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
6. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan 
lainnya secara sistematis; 
7. Mematuhi standar; dan 
8. Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan 




F. Hak dan Kewajiban Pasien 
Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan 
medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient dari 
bahasa Inggris. Patient diturunkan dari bahasa Latin yaitu patiens yang 
memiliki kesamaan arti dengan kata kerja pati yang artinya "menderita". 
Sedangkan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasien adalah 
orang sakit (yg dirawat dokter), penderita (sakit). 30 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa pasien adalah setiap 
orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung 
maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. 
Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
pasien yaitu:31 
a. setiap orang; 
b. menerima/memperoleh pelayanan kesehatan; 
c. secara langsung maupun tidak langsung; dan 
d. dari tenaga kesehatan. 
Pentingnya mengetahui hak-hak pasien dalam pelaksanaan 
asuhan kesehatan baru muncul pada akhir tahun 1960. Tujuan dari hal 
tersebut adalah untuk meningkatkan mutu asuhan kesehatan dan 
                                                 
30 Dikutip dari website, 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33357/3/Chapter%20II.pdf, pada tanggal 13 
Juli 2013.  
31 Ibid. 
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membuat sistem asuhan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan 
klien.32 
Dewasa ini, pasien/klien dapat meminta untuk membuat keputusan 
sendiri dan mengendalikan diri sendiri bila ia sakit. Persetujuan, 
kerahasiaan hak klien untuk menolak pengobatan, merupakan aspek dari 
pengambilan keputusan untuk diri pasien/klien sendiri. 
UUD 1945 yang telah diamandemen, secara jelas dalam Pasal 28 
H menyebutkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pelayanan 
kesehatan yang layak. Dan terkait hak-hak pasien sendiri sudah diatur 
dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit. 
Selain itu hak-hak pasien juga diangkat dalam Surat Edaran 
Direktorat Jedral Pelayanan Medis Depkes RI No. YM.02.04.3.5.2504 
tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan RS; serta 
Deklarasi Muktamar IDI mengenai Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter. 
Sementara untuk kewajiban pasien diatur dalam UU Praktik Kedokteran. 
Hak pasien memang harus diatur dalam rangka melindungi 
kepentingan pasien yang sering kali tak berdaya. Demikian juga hak 
tenaga medis diperlukan untuk melindungi kemandirian profesi. 
Sementara kewajiban tenaga medis diatur dalam rangka 
mempertahankan keleluhuran profesi dan melindungi masyarakat. 
 
                                                 
32 Nila Ismani, 2001, Etika Keperawatan, Widya Medika, Jakarta, hlm. 24-29. 
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1. Hak Pasien 
Berikut hak pasien Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 
2009 tentang Kesehatan:33 
a. Hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan 
(kecuali tak sadar, penyakit menular berat, gangguan jiwa 
berat). 
b. Hak atas rahasia pribadi (kecuali perintah UU, pengadilan, izin 
yang bersangkutan, kepentingan yang bersangkutan, 
kepentingan masyarakat). 
c. Hak menuntut ganti rugi akibat salah atau kelalaian (kecuali 
tindakan penyelamatan nyawa atau mencegah kecacatan). 
2. Kewajiban Pasien 
Sementara kewajiban pasien diatur dalam Undang-Undang No. 29 
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, pada Pasal 53 yaitu:34 
a. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 
kesehatannya. 
b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi. 
c. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada sarana pelayanan 
kesehatan. 
 
G. Tanggung Jawab Tenaga Keperawatan 
Tanggung jawab adalah kesediaan dan kesanggupan untuk 
menerima dan menanggung segala konsekuensi hukum dari segala 
                                                 
33 Pasal 5, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
34 Pasal 53, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 
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tindakan dan akibat tindakan yang telah dilakukan. Dalam hubungan 
dengan ketentuan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan membawa 
konsekuensi hukum dari tindakan yang telah dilakukan baik oleh tenaga 
kesehatan maupun pihak lain yang bukan tenaga kesehatan berlandaskan 
kepada keahlian dan kewenangannya. 35 
Salah satu kewajiban tenaga keperawatan adalah memberikan 
pelayanan kesehatan atau asuhan keperawatan dan kebidanan sesuai 
dengan standar profesi dan batas kewenangannya atau otonomi profesi. 
Bila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, 
mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian pasien 
tersebut, yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian tenaga 
keperawatan, maka pasien berhak atas tuntutan ganti rugi atas kejadian 
tersebut. 
Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban tenaga keperawatan 
dapat berupa pertanggungjawaban karena wanprestasi sesuai dengan 
Pasal 1243 KUH Perdata dan pertanggungjawaban karena kasus 
perbuatan melanggar hukum sesuai dalam ketentuan Pasal 1365 KUH 
Perdata.  
Dalam hal gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan 
bahwa tenaga keperawatan itu harus benar-benar telah mengadakan 
perjanjian (based on contract), kemudian telah melakukan wanprestasi. 
Gugatan terhadap kesehatan berdasarkan wanprestasi semakin 
                                                 
35 Indar, Op. Cit., hlm. 112-113  
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berkurang. Hal ini disebabkan karena sulit untuk membuktikan adanya 
penyimpangan dalam perjanjian, apalagi adanya pelanggaran perjanjian.36 
Oleh sebab itu, gugatan lebih banyak didasarkan atas perbuatan 
melanggar hukum yaitu Pasal 1365 KUH Perdata: 
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 
kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kesalahan itu mengganti kerugian tersebut.”.37 
 
Kerugian yang dimaksud adalah kerugian fisik berupa hilang atau 
tidak berfungsinya sebagian atau seluruh tubuh dan kerugian non fisik 
yang berkaitan dengan martabat seseorang. 
Perbuatan yang dipertanggungjawabkan bukan hanya karena 
kesalahan tenaga keperawatan sendiri tetapi juga karena kesalahan orang 
lain yang merupakan tanggungannya atau bawahannya yaitu terdapat 
pada Pasal 1367 KUH Perdata: 
“Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk 
kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi 
tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang di 
bawah pengawasannya” 38 
 
Disamping gugatan berdasarkan wanprestasi dan perbuatan 
melanggar hukum, gugatan juga dapat dilakukan berdasarkan kelalaian 
yaitu Pasal 1366 KUH Perdata: 
“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 
disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-hatiannya.” 39 
 
                                                 
36 Ibid. hlm. 118 
37 Pasal 1365 KUH Perdata. 
38 Ibid, Pasal 1367. 
39 Ibid, Pasal 1366. 
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Ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian dalam pelayanan 
kesehatan akibat pelanggaran kode etik, standar profesi, standar praktik 
atau lafal sumpah oleh tenaga keperawatan sebagai tenaga kesehatan 
diteliti dan ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (selanjutnya 
disebut MIDTK). Hasil penelitian MDTK mengenai kesengajaan atau 
kelalaian tenaga kesehatan dalam menerapkan standar profesi 
diserahkan kepada pejabat kesehatan yang berwenang untuk 
memberikan tindakan disiplin kepada tenaga kesehatan yang melakukan 
kesengajaan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi sehingga 














                                                 





A. Lokasi Penelitian 
Penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Palopo. Adapun alasan 
penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut didasarkan atas 
pertimbangan bahwa Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang 
memiliki sarana pelayanan kesehatan yang memadai, diantaranya yaitu 
terdapat 5 Rumah Sakit Umum, 11 Puskesmas, 22 Puskesmas Pembantu 
dan 12 Puskesmas Kelurahan, serta jumlah tenaga kesehatan yang 
mencukupi yakni 68 dokter, 613 perawat dan 215 bidan. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga keperawatan di 
Kota Palopo yang melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya 
dan seluruh pasien tenaga keperawatan yang pernah dirugikan oleh 
tenaga keperawatan di Kota Palopo. 
2. Sampel  
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah: 
a. Tenaga keperawatan dari 5 kecamatan 
- Perawat 10 orang, masing-masing 2 orang dari setiap 
kecamatan. 
- Bidan 10 orang, masing-masing 2 orang dari setiap 
kecamatan. 
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Dengan demikian totalnya 20 orang dari 5 kecamatan yakni 
Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, Kecamatan 
Wara, Kecamatan Wara Selatan, dan Kecamatan Wara 
Timur. 
b. Pasien yang dirugikan oleh tenaga keperawatan 5 orang. 
Jadi semuanya berjumlah 28 sampel penelitian. 
Oleh karena, tidak ada data yang valid mengenai jumlah tenaga 
keperawatan yang melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya 
di Kota Palopo dan jumlah masyarakat yang pernah dirugikan oleh tenaga 
keperawatan di Kota Palopo, sehingga sampel dipilih secara acak 
(random sampling). 
Narasumber: 
a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo 1 orang 
b. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Palopo 1 
orang. 
c. Ketua Ikatan Bidan Indonesia cabang Palopo 1 orang. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Dalam  penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis dan 
sumber data : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 
langsung terhadap objek yang diteliti dimana sumber data ini 
diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan sampel 
penelitian. 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Palopo yang 
berhubungan dengan pembahasan. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas 2 
yakni: 
1. Primer 
Data primer diperoleh dengan cara wawancara, yaitu dialog 
secara langsung untuk memperoleh informasi dari responden 
dalam menghimpun informasi yang relevan. 
2. Sekunder 
Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelitian 
kepustakaan, yaitu penelitian terhadap berbagai tulisan-tulisan 
ilmiah, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan, serta 
sumber lain yang terkait dengan materi yang penulis bahas. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Hasil data primer dan sekunder yang diperoleh penulis, diolah 
kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu, uraian, mengemukakan 
pendapat, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan aspek 
hukumnya yang terjadi dalam praktiknya di lapangan, kemudian disajikan 
secara deskriptif, yaitu menguraikan dan menjelaskan permasalahan-




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Tindakan Medis 
yang Dilakukan oleh Tenaga Keperawatan di Luar 
Kewenangannya ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan. 
1. Pengawasan Pemerintah dan Organisasi Profesi. 
Pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan 
perlindungan kepada masyarakat khususnya pasien. Bentuk perlindungan 
yang diberikan pemerintah diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang 
Kesehatan No. 36 Tahun 2009 sebagai berikut:41 
(a) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan 
setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan 
sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. 
(b) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin 
terhadap setiap penyelenggara upaya kesehatan. 
(c) Menteri dalam melaksanakan pengawasan dapat 
mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non 
kepemerintahan, kepala dinas di Provinsi, Kabupaten/Kota yang 
tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. 
(d) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan 
masyarakat. 
                                                 
41 Pasal 182 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. 
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Dalam melakukan pengawasan, menteri mendelegasikannya 
kepada Dinas Kesehatan dibantu oleh organisasi profesi yakni Persatuan 
Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). 
a. Pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Palopo 
Tenaga keperawatan merupakan sumber daya di bidang kesehatan 
dimana berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan namun kewenangan tersebut 
harus dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Pasal 24 
juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak 
pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar 
prosedur operasional. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam hal ini 
Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap tenaga keperawatan 
yang menjalankan praktik di wilayahnya. 42 
Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, 
Bapak H. M. Ishaq Iskandar terkait dengan  tenaga keperawatan di Kota 
Palopo yang melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya, 
mengemukakan bahwa sampai saat ini Dinas Kesehatan Kota Palopo 
tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, sebab 
sampai saat ini belum pernah ada laporan dari masyarakat mengenai 
tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis yang menyalahi 
kewenangan yang diberikan. Namun apabila ditemukan tenaga 
                                                 
42 Ibid, Pasal 23 dan 24. 
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keperawatan yang melakukan tindakan di luar dari kewenangannya maka 
Dinas Kesehatan akan memanggilnya kemudian melakukan pembinaan 
dan memberikan peringatan secara lisan maupun tulisan. 43 
Beliau juga mengemukakan bahwa bentuk perlindungan hukum 
yang diberikan Dinas Kesehatan kepada masyarakat dan tenaga 
keperawatan yaitu dengan mengeluarkan surat izin praktik keperawatan 
yang memberikan batasan kepada tenaga keperawatan untuk tidak 
melakukan praktik yang tidak sesuai dengan aturan. 44 
Berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan 
disebutkan bahwa menteri dalam melakukan pengawasan dapat 
memberikan izin terhadap setiap penyelenggara upaya kesehatan. Surat 
izin kerja bagi tenaga keperawatan yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan adalah wajib. Tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, bidan 
dan lainnya berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
dan dalam menjalankan pelayanannya tentunya membutuhkan surat izin 
praktik yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Dengan adanya 
surat izin kerja, tenaga keperawatan memiliki pedoman dalam melakukan 
pelayanan kesehatan. Dimana tenaga keperawatan berhak melakukan 
pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal 
tersebut tentunya dapat melindungi masyarakat dalam mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang layak dari tenaga keperawatan. 
 
 
                                                 
43 Hasil wawancaran dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Bapak dr. H. M. Ishaq Iskandar, 
M.Kes., pada tanggal 18 Maret 2013. 
44 Ibid. 
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1) Surat Izin Perawat (SIP) 
Berdasarkan Permenkes RI No. 1239/Menkes/Per/ 
XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, Pasal 1 
disebutkan bahwa Surat Izin Perawat selanjutnya disebut SIP 
adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan 
pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang 
diberikan Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat. 
Selain itu, perawat yang menjalankan praktik keperawatan di 
sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja 
(SIK) dan perawat yang menjalankan praktik perawat 
perorangan/kelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat 
(SIPP).45 
Perawat yang sudah mendapatkan SIP akan 
memperoleh kewenangan dan hak sebagai berikut:46 
(a) Melakukan pengkajian 
(b) Melakukan terapi keperawatan 
(c) Melakukan observasi 
(d) Memberikan pendidikan dan konseling kesehatan 
(e) Melakukan intervensi medis yang didelegasikan 
(f) Melakukan evaluasi tindakan keperawatan diberbagai 
tatanan pelayanan kesehatan. 
 
                                                 
45 Pasal 1 Permenkes RI No. 1239/Menkes/Per/XI/2001  tentang Registrasi dan Praktik Perawat. 
46 Kusnanto, 2004, Pengantar Profesi & Praktik Keperawatan Profesional, Buku Kedokteran, 
Jakarta, hlm. 114.  
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Berdasarkan Pasal 9 Permenkes No. 
HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan 
Praktik Perawat disebutkan bahwa perawat dalam melakukan 
praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah 
satu kewenangannya yaitu melakukan intervensi medis yang 
didelegasikan. Maksudnya yaitu perawat dapat melakukan 
tindakan medis tetapi harus berkolaborasi dengan dokter atau 
berdasarkan pelimpahan kewenangan secara tertulis dari 
dokter. 
Namun dari hasil penelitian di Kota Palopo, 10 orang 
perawat yang memiliki SIP yang penulis wawancara melakukan 
tindakan medis tanpa adanya kolaborasi ataupun permintaan 
secara tertulis dari dokter. Berikut hasil wawancara dengan 10 
orang perawat yang melakukan tindakan medis di luar 
kewenangannya. 
Tabel 1 
Tindakan Medis yang Dilakukan oleh Perawat di Kota Palopo 
 




Mendiagnosa Penyakit 10 100% 
Memberikan Obat 10 100% 
Memberikan Suntikan 4 40% 
Memberikan Infus 7 70% 
Melakukan Operasi Kecil 1 10% 
Sumber data primer, diolah tahun 2014 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 
10 orang sampel perawat, semuanya pernah mendiagnosa 
penyakit dan memberikan obat, 4 orang diantaranya terkadang 
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memberikan suntikan, 7 orang diantaranya biasa memberikan 
infuse, dan 1 orang pernah melakukan operasi kecil. Dimana 
tindakan medis tersebut dilakukan di luar dari sarana pelayanan 
kesehatan dan tidak dalam keadaan darurat. 
Mendiagnosis penyakit merupakan penentuan jenis 
penyakit dengan cara meneliti (memeriksa) gejala-gejalanya. 
Mendiagnosa suatu penyakit merupakan kewenangan seorang 
dokter, kewenangan seorang perawat yaitu melakukan 
diagnosa keperawatan. Namun, di Kota Palopo perawat bukan 
hanya melakukan diagnosa keperawatan namun juga 
mendiagnosa suatu penyakit. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang perawat, 
semuanya pernah mendiagnosa penyakit masyarakat di luar 
dari sarana pelayanan kesehatan. Berikut beberapa penyakit 
yang biasa didiagnosa oleh perawat tersebut. 
 
Tabel 2 
Penyakit yang Didiagnosa oleh Perawat 




Tipes 3 30 % 
Maag 6 60 % 
Alergi 8 80 % 
Influenza 10 100 % 
Diare 10 100 % 
Asam Urat 3 30 % 
Kista Subkutis 1 10 % 
Sumber data primer, diolah tahun 2014 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari 
10 orang sampel perawat yang penulis wawancarai, 3 orang 
diantaranya pernah mendiagnosa penyakit tipes, 6 orang 
diantaranya pernah mendiagnosa penyakit maag, 8 orang 
diantaranya pernah mendiagnosa penyakit alergi, 10 orang 
yang pernah mendiagnosa penyakit maag dan diare, 3 orang 
diantaranya pernah mendiagnosa penyakit asam urat, dan 1 
orang diantaranya pernah mendiagnosa kista subkutis dimana 
tindakan tersebut didiagnosis di luar dari sarana pelayanan 
kesehatan dengan hanya memeriksa gejala yang ada. 
Mendiagnosa penyakit bukanlah kewenangan seorang 
perawat, perawat hanya berwenang melakukan perawatan 
kepada pasien. Mendiagnosa penyakit merupakan wewenang 
dokter, setelah didiagnosa dokter barulah perawat melakukan 
diagnosa keperawatan yaitu untuk menentukan tindakan 
perawatan seperti apa yang harus dilakukan terhadap pasien 
dengan penyakit tersebut. Berikut kutipan hasil wawancara 
dengan 10 orang sampel perawat di Kota Palopo yang 
melakukan tindakan medis di luar kewenangannya. 
Sunarti, mengemukakan bahwa tindakan medis yang 
dilakukan hanya untuk menolong masyarakat di sekitar tempat 
tinggalnya. Adapun tindakan yang biasa dilakukan yaitu 
mendiagnosa penyakit, kemudian melakukan pengobatan. Jenis 
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penyakit yang biasa didiagnosa adalah diare, tipes, maag dan 
influenza.47 
Arman, mengemukakan bahwa sebenarnya mengobati 
masyarakat tanpa berkonsultasi dengan dokter bukanlah 
kewenangannya sebagai seorang perawat namun karena 
banyak masyarakat yang meminta bantuannya maka dia 
sebagai tenaga kesehatan merasa berkewajiban untuk 
menolongnya. Adapun jenis penyakit yang biasa didiagnosa 
yaitu influenza, diare, dan maag.48 
Eny damayanti, mengemukakan bahwa memberikan 
pertolongan kepada masyarakat merupakan kewajibannya 
sehingga apabila tetangga atau kerabatnya meminta 
pertolongannya, maka dia akan menolongnya. Adapun jenis 
penyakit yang biasa didiagnosa adalah diare, maag, asam urat, 
influenza dan alergi.49 
Sirma, mengemukakan bahwa sebagai seorang perawat 
dia hanya berwenang melakukan tindakan medis dengan 
instruksi dari dokter, akan tetapi apabila masyarakat disekitar 
tempat tinggalnya meminta pertolongannya, tentulah ia akan 
menolongnya sebab menurutnya kewajiban seorang perawat 
adalah menolong masyarakat.  Adapun jenis penyakit yang 
biasa didiagnosa adalah diare, alergi, asam urat, dan tipes.50 
                                                 
47 Hasil wawancara dengan perawat Sunarti, pada tanggal 2 Maret 2013. 
48 Hasil wawancara dengan perawat Arman, pada tanggal 2 Maret 2013. 
49 Hasil wawancara dengan perawat Eny Damayanti, pada tanggal 4 Maret 2013. 
50 Hasil wawancara dengan perawat Sirma, pada tanggal 5 Maret 2013. 
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Amira, mengemukakan bahwa sebagai seorang perawat 
dia hanya bertugas merawat pasien di rumah sakit namun tidak 
jarang ada keluarga dan tetangga yang datang kerumahnya 
untuk minta diberikan obat. Sebagai perawat dia berkewajiban 
memberikan pertolongan kepada masyarakat yang meminta 
pertolongannya. Adapun jenis penyakit yang biasa didiagnosa 
olehnya adalah maag, alergi, influenza, dan diare.51 
Nurul Fitri, mengemukakan bahwa mengobati tetangga 
dan keluarganya memang biasa ia lakukan, namun itu dilakukan 
semata-mata hanya untuk menolong masyarakat yang 
membutuhkan pertolongannya. Adapun jenis penyakit yang 
biasa didiagnosa olehnya adalah sakit kepala, maag, diare dan 
influenza.52 
Asriadi, mengemukakan bahwa kewenangannya sebagai 
seorang perawat hanya untuk membantu pasien di rumah sakit 
dan membantu dokter dalam melakukan pekerjaannya. Namun, 
banyak tetangga dan keluarga yang lebih memilih berobat pada 
dia dibanding ke puskesmas. Awalnya dia hanya berniat untuk 
menolong namun karena obat-obatan yang diberikan kepada 
masyarakat dibelinya di apotik oleh sebab itu ia meminta 
bayaran untuk sekali pengobatan. Adapun jenis penyakit yang 
                                                 
51 Hasil wawancara dengan perawat Amira, pada tanggal 7 Maret 2013. 
52 Hasil wawancara dengan perawat Nurul Fitri, pada tanggal 20 Februari 2013. 
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biasa didiagnosa olehnya adalah diare, maag, asam urat, sakit 
kepala, alergi, tipes, dan kista.53 
Aditya Saputra, mengemukakan bahwa tindakan medis 
bukanlah kewenangannya, namun selama ia mampu untuk 
membantu masyarakat yang datang meminta untuk di obati 
olehnya, maka ia akan menolongnya. Adapun jenis penyakit 
yang biasa didiagnosa olehnya yaitu influenza, sakir kepala, 
maag, diare, dan tipes.54 
Mirna, mengemukakan bahwa menegakkan diagnosa 
dan melakukan tindakan medis bukanlah kewenangan dia, 
melainkan tugas seorang dokter. Tetapi, tidak jarang tetangga 
bahkan keluarganya apabila sakit datang kepadanya untuk 
meminta diberikan obat. Selama dia mampu untuk 
melakukannya, maka ia akan menolongnya sebab tugasnya 
sebagai seorang perawat adalah memang untuk menolong 
masyarakat. Adapun jenis penyakit yang biasa didiagnosa 
olehnya adalah alergi, diare, influenza, dan maag. 55 
Nara, mengemukakan bahwa dia memang biasa 
melakukan tindakan pengobatan kepada masyarakat yang 
datang meminta pertolongan kepadanya. Namun hanya untuk 
penyakit-penyakit ringan seperti diare, alergi, dan influenza. 
Meskipun ia mengetahui bahwa itu bukan kewenangannya tapi 
                                                 
53 Hasil wawancara dengan perawat Asriadi, pada tanggal 10 Maret 2013. 
54 Hasil wawancara dengan perawat Aditya Saputra, pada tanggal 11 Maret 2013. 
55 Hasil wawancara dengan perawat Mirna, pada tanggal 19 Oktober 2013. 
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selama ia mampu, jika untuk menolong masyarakat maka akan 
dilakukannya.56 
Pada dasarnya alasan 10 orang sampel perawat tersebut 
diatas melakukan tindakan medis di luar kewenangannya yaitu 
hanya untuk menolong masyarakat. Namun 5 orang diantaranya 
meminta bayaran untuk sekali pengobatan Rp. 20.000 - Rp. 
30.000 dengan alasan bahwa obat-obatan yang diberikan, dibeli 
sendiri dari apotik. Sedangkan 3 orang lainnya mengatakan 
bahwa tidak seimbangnya antara gaji yang diberikan dengan 
pekerjaan yang harus mereka lakukan di rumah sakit maupun 
puskesmas. 
Setelah mendiagnosa penyakit masyarakat, pengobatan 
mereka lakukan dalam beberapa cara yakni: 
(a) Memberikan obat 
Berdasarkan Pasal 8 angka (7) Permenkes No. 
Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Perawat disebutkan bahwa dalam 
menjalankan asuhan keperawatan, perawat dapat 
memberikan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas. Obat 
bebas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau 
yang dapat diperoleh tanpa resep dokter sedangkan obat 
bebas terbatas adalah obat yang berlogo bulatan biru yang 
                                                 
56 Hasil wawancara dengan perawat Nara, pada tanggal 21 Oktober 2013. 
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dapat diperoleh tanpa resep dokter. Berikut daftar obat-
obatan yang diberikan oleh perawat kepada masyarakat.57 
Tabel 3 
Daftar obat-obatan yang diberikan perawat dan 
penggolongannya 
 
Nama Obat Golongan Nama Obat Golongan 
Asam Fenamat Obat Keras CTM Obat Bebas 
Terbatas 
Cotrimoxazole Obat Keras Interhistin Obat Keras 
Chloramphenicol Obat Keras Ranitidine Obat Keras 
Antasida Obat Bebas Dextamhine Obat Keras 
Paracetamol Obat Bebas Cortidex Obat Keras 
Amoxicillin Obat Keras Inpepsa Obat Keras 
Super Tetra Obat Keras Natrium 
Diklofenak 
Obat Keras 
Imodium Obat Keras Loratadine Obat Keras 
Piroxicam Obat Keras  Obat Keras 
Sumber data primer, diolah tahun 2014 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa 
beberapa dari obat-obatan yang diberikan oleh perawat 
bukanlah obat bebas ataupun obat bebas terbatas 
melainkan obat keras.  
(b) Memberikan suntikan dan Infus 
Menyuntik dan menginfus sudah biasa dilakukan oleh 
perawat saat bekerja di rumah sakit ataupun puskesmas 
tetapi atas perintah dari dokter. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Ketua PPNI Bapak Zakaria Bija, beliau 
menuturkan bahwa pada dasarnya perawat tidak boleh 
melakukan tindakan infasif yakni tindakan yang melukai 
permukaan kulit pasien. Tetapi apabila di rumah sakit bukan 
                                                 
57 Pasal 8, Permenkes RI No Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan 
Praktik Perawat. 
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perawat yang memberikan infuse maupun suntikan, maka 
beliau yakin bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit 
tidak akan berjalan secara maksimal. 
Tindakan infasif perawat di rumah sakit memang 
diperbolehkan tetapi harus dengan permintaan secara 
tertulis dari dokter. Akan tetapi, tindakan perawat di Kota 
Palopo dilakukan tanpa berkolaborasi dengan dokter. 
Tindakan menyuntik dan menginfus merupakan keputusan 
mereka sendiri dan dilakukan di luar dari sarana pelayanan 
kesehatan. Dari hasil penelitian, pemberian suntikan oleh 
biasanya dilakukan pada masyarakat yang menderita maag 
atau diare. Sedangkan untuk pemberian infus apabila 
pasiennya menderita kekurangan cairan akibat diare akut 
atau menderita maag sehingga sulit untuk makan, dan lansia 
yang lemah akibat tidak nafsu makan. Pemasangan infuse 
itu sendiri dilakukan di rumah masyarakat yang menjadi 
pasiennya. 
(c) Melakukan tindakan operasi kecil   
Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari 10 orang 
sampel perawat, 1 orang diantaranya ada yang biasanya 
melakukan operasi kecil yakni berupa pembedahan dan 
pengangkatan benjolan kecil di tubuh pasiennya. Dimana 
tindakan tersebut dilakukan di rumahnya dan dengan 
perlengkapan seadaanya. Bekerja di rumah sakit dan biasa 
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mendampingi serta membantu dokter ahli bedah dalam 
melakukan operasi, sehingga dirinya merasa mengetahui 
dan mampu untuk melakukan tindakan tersebut. 
2) Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) 
Berdasarkan Pasal 1 Permenkes RI No. 
1464/Menkes/Per/XI/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan disebutkan bahwa Surat Izin Kerja Bidan, 
selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan 
kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja 
di fasilitas pelayanan kesehatan. Surat Izin Praktik Bidan, 
selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan 
kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk 
menjalankan praktik bidan mandiri. 58 
Berdasarkan surat izin tersebut seorang bidan diberikan 
kewenangan dalam menjalankan praktik yang meliputi: 59 
(a) Pelayanan kesehatan ibu 
(b) Pelayanan kesehatan anak 
(c) Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 
berencana. 
Namun berbeda halnya dengan hasil penelitian penulis di 
Kota Palopo. 10 orang bidan yang memiliki SIKB yang penulis 
wawancarai melakukan tindakan di luar dari kewenangan yang 
                                                 
58 Pasal 1, Permenkes RI No. 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 
Bidan. 
59 Ibid. Pasal 9. 
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diberikan yakni melakukan tindakan medis. Berikut tabel hasil 
wawancara dengan 10 orang bidan di Kota Palopo. 
Tabel 4 
Tindakan Medis yang dilakukan oleh Bidan Di Kota Palopo 




Mendiagnosa Penyakit 10 100% 
Memberikan Obat 10 100% 
Menyuntik 3 30% 
Menginfus 6 60% 
Sumber data primer, diolah tahun 2014 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 
10 orang sampel bidan, semuanya pernah mendiagnosa 
penyakit dan memberikan obat, 3 orang diantaranya pernah 
menyuntik, dan 6 orang diantaranya biasa menginfus. Namun 
tindakan tersebut dilakukan di luar dari ruang linkup pasien kb, 
ibu hamil, ibu melahirkan dan anak. Tindakan tersebut dilakukan 
terhadap masyarakat umum dan dilakukan di luar dari sarana 
pelayanan kesehatan.  
Tentu saja tindakan tersebut di atas tidak sesuai dengan 
kewenangan yang mereka miliki, adapun jenis penyakit yang 
biasa didiagnosa oleh bidan tidak jauh berbeda dengan 













Tipes 5 50 % 
Alergi 5 50 % 
Diare 10 100 % 
Asam Urat 3 30 % 
Maag 8 80 % 
Influenza 6 60 % 
Sumber data primer, diolah tahun 2014 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, sama 
halnya dengan jenis penyakit yang biasa di tangani oleh 
perawat, dari 10 orang sampel bidan, 5 orang diantaranya biasa 
mendiagnosa penyakit tipes dan alergi, 10 orang diantaranya 
biasa mendiagnosa penyakit diare, 3 orang diantaranya biasa 
mendiagnosa penyakit asam urat, 8 orang diantaranya biasa 
mendiagnosa penyakit maag dan 6 orang diantaranya biasa 
mendiagnosa penyakit influenza. 
Selain mendiagnosis penyakit tindakan medis yang 
dilakukan oleh bidan di luar dari kewenangannya yaitu 
pemberian obat-obatan, juga memberikan suntikan dan infuse. 
Pemberian suntikan langsung biasanya diberikan pada pasien 
yang sakit maag atau memberikan suntikan insulin pada 
penderita diabetes. Seorang bidan hanya berwenang 
memberikan suntikan KB kepada masyarakat. Sedangkan 
pemberian infuse biasanya diberikan pada masyarakat yang 
kekurangan cairan akibat diare akut. Berikut kutipan hasil 
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wawancara dengan 10 orang sampel bidan di Kota Palopo yang 
melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya. 
Farishma, mengemukakan bahwa bidan itu berwenang 
melakukan asuhan kebidanan dan membantu persalinan 
normal, namun apabila ada tetangga dan kerabat yang datang 
padanya untuk minta diobati, selama ia mampu maka ia akan 
menolong. Adapun jenis penyakit yang biasa didiagnosa yaitu 
diare, influenza dan maag.60 
Hasriany, mengemukakan bahwa dia sering memeriksa 
masyarakat. Memberikan obat-obatan, suntikan dan infuse 
sudah biasa ia lakukan. Sebagai seorang bidan, dia tidak hanya 
memberikan asuhan kebidanan, namun juga melakukan 
tindakan medis seperti mendiagnosa pasien kemudian 
memberikan obat. Jenis penyakit yang biasa didiagnosa yaitu 
diare, tipes, tekanan darah tinggi, dan influenza.61 
Hilda, mengemukakan bahwa beberapa orang sering 
meminta pertolongannya untuk diberikan pengobatan. Dia akan 
memberikan pertolongan selama ia mampu untuk 
melakukannya. Adapun jenis penyakit yang biasa didiagnosa 
olehnya yaitu diare, sakit kepala, influenza, alergi, dan asam 
urat. 62 
Imelda, mengemukakan bahwa dia bekerja sebagai 
seorang bidan di rumah sakit. Tugasnya yaitu memberikan 
                                                 
60 Hasil wawancara dengan bidan Farishma, pada tanggal 20 Februari 2013.  
61 Hasil wawancara dengan bidan Hasriany, pada tanggal 1 Maret 2013.   
62 Hasil wawancara dengan bidan Hilda, pada tanggal 21 Februari 2013. 
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asuhan kebidanan dan membantu persalinan normal. Namun 
saat berada di rumah, tidak jarang ada tetangga ataupun 
keluarga yang sakit datang untuk meminta diobati olehnya. 
Selama penyakitnya itu bisa ditanganinya maka ia akan 
memberikan pengobatan. Jenis penyakit yang biasa didiagnosa 
yaitu asam urat, diare, dan tipes.63 
Dahlia, mengemukakan hal yang tidak jauh berbeda 
dengan bidan Imelda bahwa saat tidak bertugas di rumah sakit, 
dia sering dikunjungi oleh tetangga ataupun kerabatnya yang 
sakit dan meminta untuk diobati. Selama penyakit tersebut bisa 
ditangani, maka ia akan memberikan pengobatan. Adapun jenis 
penyakit yang biasa didiagnosa yaitu diare, maag, alergi dan 
tipes.64 
Tirza Meriani, mengemukakan bahwa bidan memiliki 
tanggung jawab untuk menolong masyarakat yang 
membutuhkan pertolongan. Pada dasarnya kewenangannya 
hanyalah memberikan asuhan kebidanan namun dia sering 
memberikan pengobatan kepada masyarakat yang datang 
padanya. Adapun jenis penyakit yang biasa didiagnosa yaitu 
influenza, diare, maag, tekanan darah tinggi, dan asam urat.
65
 
Endang, mengemukakan bahwa kewenangannya hanya 
memberikan asuhan kebidanan. Namun, sebagai tenaga 
kesehatan ia berkewajiban memberikan pertolongan kepada 
                                                 
63 Hasil wawancara dengan bidan Imelda, pada tanggal 5 Maret 2013. 
64 Hasil wawancara dengan bidan Dahlia, pada tanggal 5 Maret 2013. 
65 Hasil wawancara dengan bidan Tirza Meriani, pada tanggal 10 maret 2013. 
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masyarakat yang membutuhkan pertolongannya. Salah satunya 
yaitu mengobati masyarakat yang datang padanya karena obat-
obatan ia beli sendiri di apotik maka untuk sekali pengobatan ia 
meminta bayaran seikhlasnya dari masyarakat. Adapun jenis 
penyakit yang biasa ia diagnosa yaitu tipes, asam urat, diare, 
dan maag. 66 
Yurnita Sari, mengemukakan bahwa pada dasarnya ia 
memang tidak berwenang melakukan tindakan medis namun ia 
juga tidak bisa menolak apabila ada masyarakat khususnya 
tetangga atau kerabat yang datang meminta untuk diobati 
olehnya. Selama ia mampu untuk melakukannya maka ia akan 
melakukannya. Adapun jenis penyakit yang biasa didiagnosa 
olehnya yaitu diare, maag, influenza, dan alergi.67 
Ismayanti, mengemukakan bahwa masyarakat di sekitar 
tempat tinggalnya mengenalnya bukan hanya sebagai bidan 
namun seseorang yang bekerja di rumah sakit jadi tidak jarang 
masyarakat yang berasumsi bahwa dia sama seperti dokter. 
Oleh sebab itu tidak jarang masyarakat datang padanya untuk 
berobat. Namun ia hanya menangani penyakit-penyakit ringan 
seperti diare, maag, asam urat, influenza, dan sakit kepala 
(migrain).68 
Armiati, mengemukakan bahwa mendiagnosa penyakit 
memang biasa ia lakukan namun hanya untuk penyakit-penyakit 
                                                 
66 Hasil wawancara dengan bidan Endang, pada tanggal 13 Maret 2013. 
67 Hasil wawancara dengan bidan Yurnita Sari, pada tanggal 15 Maret 2013. 
68 Hasil wawancara dengan bidan Ismayanti, pada tanggal 15 Maret 2013. 
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ringan yang biasa ada di masyarakat. Dia melakukannya 
dengan alasan hanya untuk menolong masyarakat yang kurang 
mampu. Adapun jenis penyakit yang biasa didiagnosa yaitu 
tipes, influenza, diare, dan alergi.69 
Alasan dari bidan tersebut di atas sama halnya dengan 
10 orang sampel perawat yakni hanya sekedar untuk menolong 
masyarakat. Namun ada pula yang memungut biaya sebesar 
Rp. 20.000-Rp. 30.000 untuk sekali pengobatan dengan alasan 
beberapa dari obat-obatan yang diberikan dibeli sendiri diapotik. 
Pada dasarnya kewenangan seorang bidan berdasarkan 
SIKB hanyalah memberikan asuhan kebidanan kepada ibu dan 
anak, memberikan suntikan KB dan membantu persalinan 
normal. Namun tindakan bidan tersebut di atas jelas melanggar 
kewenangan yang diberikan dalam SIKB yang dimilikinya. Ada 
beberapa pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 14 
Permenkes RI No. 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan yaitu bidan yang menjalankan 
praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan 
pelayanan kesehatan di luar dari kewenangan, namun Kota 
Palopo merupakan daerah dengan jumlah dokter dan sarana 
pelayanan kesehatan yang sangat memadai. 
Menurut penulis seharusnya Dinas Kesehatan Kota Palopo 
melakukan pengawasan langsung terhadap tenaga keperawatan yang 
                                                 
69 Hasil wawancara dengan bidan Armiati, pada tanggal 20 Oktober 2013. 
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menjalankan praktik di wilayahnya. Seperti yang disebutkan pada Pasal 
183 Undang-Undang Kesehatan, menteri atau kepala dinas dalam 
melaksanakan pengawasan dapat mengangkat tenaga pengawas dengan 
tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang 
berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan. Serta Pasal 184, 
dalam melaksanakan tugasnya, tenaga pengawas mempunyai fungsi:70 
(a) Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan 
yang berhubungan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan. 
(b) Memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dan 
fasilitas kesehatan. 
Namun Dinas Kesehatan Kota Palopo tidak pernah melakukan 
pengawasan langsung terhadap tenaga keperawatan yang menjalankan 
praktik di wilayahnya sebab dari hasil wawancara, Dinas Kesehatan Kota 
Palopo tidak mengetahui bahwa terdapat tenaga keperawatan yang biasa 
memberikan pengobatan kepada masyarakat di luar dari kewenangan 
yang diberikan. Akibat kurang efektifnya pengawasan dari Dinas 
Kesehatan menyebabkan perawat dan bidan di Kota Palopo dengan 
bebas melakukan tindakan medis di luar dari kewenangan yang diberikan, 
dimana tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat. 
b. Pengawasan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) 
Kota Palopo 
Pasal 29 ayat 1 Permenkes No. 1239/Menkes/Per/XI/2001 tentang  
Registrasi dan Praktik Perawat disebutkan bahwa Kepala Dinas 
                                                 
70 Pasal 183 dan 184 Undang-Undang Kesehatan. 
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Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau organisasi yang terkait melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap perawat yang menjalankan praktik 
keperawatan di wilayahnya. 71 
PPNI merupakan satu-satunya organisasi profesi perawat yang 
resmi secara nasional. Organisasi PPNI sendiri berkewajiban membina 
dan mendorong anggotanya untuk meningkatkan profesionalisme mereka 
melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengetahuan, keterampilan, 
serta keahlian. Oleh karenanya, PPNI dituntut untuk terlibat secara 
langsung di dalam upaya pembinaan dan pengawasan profesi 
keperawatan. Upaya pembinaan dan pengawasan ini antara lain terkait 
dengan kode etik keperawatan, standar profesi keperawatan, 
rekomendasi perizinan praktik keperawatan, pencapaian angka kredit bagi 
anggotanya, dan sebagainya. 72 
Pemerintah diharapkan mau mendorong dan bekerja sama dengan 
PPNI serta melibatkan PPNI secara aktif di dalam perencanaan, 
pendayagunaan, pengawasan, dan pembuatan kebijakan terkait 
kesehatan, terutama yang menyangkut tenaga keperawatan. Salah satu 
alasannya adalah karena perawat merupakan profesi kesehatan yang 
menyangkut hajat hidup umat manusia, tanpa membeda-bedakan suku, 
ras, pangkat, jabatan, golongan, agama, status sosial-ekonomi, ataupun 
aliran politik. 73 
                                                 
71 Pasal 29 ayat 1 Permenkes RI No. 1239/Menkes/Per/XI2001 tentang Registrasi dan Praktik 
Perawat. 
72 Asmadi, 2008, Konsep Dasar Keperawatan, Buku Kedokteran, Jakarta, hlm. 53-54. 
73 Ibid. 
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Perawat berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
sesuai dengan kode etik dan standar profesi keperawatan. Namun, 
terdapatnya perawat yang melakukan tindakan medis di luar dari 
kewenangan yang diberikan tentunya tidak lepas dari peran serta 
organisasi profesi (PPNI) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap tindakan yang dilakukan oleh perawat. 
Terkait dengan tindakan medis yang dilakukan oleh perawat di luar 
dari kewenangannya di Kota Palopo, ketua PPNI Kota Palopo, Bapak 
Zakaria Bija mengemukakan bahwa mungkin ada perawat yang 
melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan kewenangannya, 
namun PPNI tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung. PPNI 
hanya menyampaikan dan memperingatkan perawat pada saat diadakan 
sosialisasi.74 
Beliau juga menuturkan bahwa tindakan medis bukanlah 
kewenangan seorang perawat, namun di rumah sakit perawat diberi 
tanggung jawab untuk melakukan tindakan medis yang diperintahkan oleh 
dokter dimana tindakan tersebut merupakan tanggung jawab dari dokter 
itu sendiri. Hampir semua tindakan seperti menyuntik dan menginfus di 
rumah sakit dilakukan oleh perawat. Oleh sebab itu, perawat secara tidak 
langsung memiliki pengetahuan dalam melakukan tindakan tersebut. 
Sehingga mereka mungkin merasa mampu untuk melakukannya di luar 
dari rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.75 
 
                                                 
74 Hasil wawancara dengan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Palopo, Bapak 
Zakaria Bija, SKM., M.Si., pada tanggal 12 Maret 2013. 
75 Ibid. 
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c. Pengawasan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Palopo 
Pasal 21 ayat 1 Permenkes RI No. 1464/Menkes/Per/X/2010 
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan disebutkan bahwa 
Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan 
mengikutsertakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga 
Kesehatan Provinsi, organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan 
yang bersangkutan. 76 
Sama halnya dengan PPNI, IBI merupakan organisasi profesi bidan 
di Indonesia yang mewadahi para bidan dalam mencapai tujuan melalui 
kebijakan peningkatan profesionalisme anggota guna menjamin 
masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Sebagai organisai 
profesi bidan, IBI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap 
bidan yang menjalankan praktik di wilayahnya. 
Terkait dengan tindakan medis yang dilakukan oleh bidan di luar 
dari kewenangannya di Kota Palopo, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota 
Palopo, Ibu Ritha Tikulla, SKM., mengemukakan bahwa kewenangan 
seorang bidan itu berlandaskan pada Permenkes RI No. 
1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 
Bidan, mendiagnosa penyakit bukanlah kewenangan bidan, namun jika 
dalam pelayanan kesehatan ibu dan dan anak terdapat komplikasi maka 
bidan berkewajiban merujuk kepada puskesmas atau rumah sakit. 77 
                                                 
76 Pasal 21 ayat 1 Permenkes RI No. 1464/Menkes/Per/x/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan 
77 Hasil wawancara dengan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Palopo, Ibu Ritha Tikulla, SKM., 
pada tanggal 11 Maret 2013. 
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Beliau juga menuturkan bahwa selama dua periode menjabat 
sebagai Ketua IBI belum pernah ada laporan seorang bidan di Kota 
Palopo melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya, namun 
pernah ada yang melaporkan hal seperti itu tetapi setelah ditindak lanjuti 
ternyata dia bukan bidan melainkan profesi lain yang mengaku sebagai 
seorang bidan. IBI tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung, 
IBI hanya melakukan pembinaan pada saat diadakan pertemuan bidan se-
Kota Palopo.78 
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 
organisasi profesi PPNI dan IBI juga belum melakukan pengawasan 
secara efisien terhadap tindakan tenaga keperawatan di Kota Palopo. 
Oleh sebab itu, tenaga keperawatan sampai dengan saat ini bebas 
melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya. 
2. Ganti Kerugian 
Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap 
masyarakat sebagai seorang pasien atau penerima pelayanan kesehatan 
yaitu setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang, tenaga 
kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan 
kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan 
yang diterimanya. 79 
Tuntutan ganti kerugian dapat berupa kerugian berdasarkan 
wanprestasi atau kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. 
                                                 
78 Ibid. 
79 Pasal 58, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
57 
Tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi didasarkan pada 
perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, dimana salah satu syarat 
sahnya suatu perjanjian yaitu adanya suatu sebab yang halal. Dimana isi 
dari perjanjian itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang. Sedangkan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga 
keperawatan di luar dari kewenangannya di Kota Palopo merupakan suatu 
tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan 
pemerintah. Sehingga untuk menuntut ganti kerugian, maka kerugian 
tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. 
Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut 
ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum antara lain;80 
a) Perbuatan itu harus melanggar hukum; 
Perbuatan melanggar hukum tidak lagi hanya sekedar 
melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar 
hukum tersebut dapat berupa; 
(1) Melanggar hak orang lain 
(2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat 
(3) Berlawanan dengan kesusilaan baik 
(4) Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya 
diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau 
benda orang lain. 
 
 
                                                 
80 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 129   
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b) Ada kerugian; 
Bloembergen menyatakan bahwa: “kalau kita berbicara tentang 
kerugian maka dapat dipikirkan suatu pengertian yang konkrit 
dan subjektif, yaitu kerugian nyata yang diderita oleh orang yang 
dirugikan, dimana diperhitungkan situasi yang konkrit dengan 
keadaan subjektif dari yang bersangkutan. Selain itu kita juga 
dapat memikirkan secara objektif, dimana kita melepaskan diri 
seluruhnya atau sebagian dari keadaan konkrit dari orang yang 
dirugikan dan menuju keadaan normal. 
c) Adanya hubungan sebab akibat (kausal) 
Ajaran kausalitas sangat penting untuk meneliti adanya 
hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan 
kerugian yang ditimbulkan, sehingga pelaku dapat dimintai 
pertanggungjawaban. 
d) Ada kesalahan 
Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, salah satu syarat untuk 
membebani tergugat dengan tanggung gugat berdasarkan 
perbuatan melanggar hukum adalah adanya kesalahan. 
Berbagai tuntutan yang dapat diajukan karena  perbuatan melawan 
hukum, yaitu: 
a) Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan 
b) Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam 
keadaan semula 
c) Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan 
hukum 
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d) Melarang dilakukannya perbuatan tertentu 
e) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum 
f) Pengumuman daripada keputusan atau dari suatu yang telah 
diperbaiki.81 
Ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian dalam pelayanan 
kesehatan akibat pelanggaran kode etik, standar profesi, standar praktik 
atau lafal sumpah oleh tenaga keperawatan sebagai tenaga kesehatan 
diteliti dan ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (selanjutnya 
disebut MIDTK). Hasil penelitian MIDTK mengenai kesengajaan atau 
kelalaian tenaga kesehatan dalam menerapkan standar profesi 
diserahkan kepada pejabat kesehatan yang berwenang untuk 
memberikan tindakan disiplin kepada tenaga kesehatan yang melakukan 
kesengajaan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi sehingga 
menimbulkan kerugian pada pasien/keluarga pasien.82 
 
B. Tanggung Jawab Tenaga Keperawatan Apabila Terjadi 
Kerugian Akibat dari Tindakan Medis yang Dilakukan di Luar 
Kewenangannya. 
1. Kerugian Fisik 
Hubungan tenaga keperawatan dengan pasien dilihat dari aspek 
hukum adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum. 
Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal 
balik. Hak tenaga keperawatan (dokter ataupun tenaga kesehatan lain) 
menjadi kewajiban pasien, dan hak pasien menjadi kewajiban tenaga 
kesehatan. 
                                                 
81 Dikutip dari website http://media.leidenuniv.nl/legacy/hukum-perikatan-contract-tort-law.pdf, 
pada tanggal 29 Januari 2014. 
82 Sri Praptianingsih, Op.Cit., hlm.119. 
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Salah satu kewajiban tenaga keperawatan adalah memberikan 
pelayanan atau asuhan keperawatan atau kebidanan sesuai dengan 
standar profesi dan batas kewenangannya atau otonomi profesi. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kota Palopo, beberapa dari tenaga 
keperawatan melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya. 
Tindakan tersebut jelas telah melanggar peraturan pemerintah. 
Tidak menutup kemungkinan bahwa, pada saat melakukan 
tindakan medis di luar dari kewenangannya, tenaga keperawatan 
melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat 
atau pasien. Oleh sebab tindakan yang dilakukan tenaga keperawatan 
merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tenaga keperawatan 
berkewajiban untuk mengganti kerugian atas tindakan yang telah 
dilakukannya. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, 
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 
kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kesalahan itu mengganti kerugian tersebut”. 83 
 
Kerugian yang dimaksud adalah kerugian fisik yang berupa hilang 
atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh tubuh dan kerugian non 
fisik yang berkait dengan martabat seseorang. Pada saat melakukan 
praktik pengobatan kepada masyarakat tidak menutup kemungkinan 
tenaga keperawatan melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan 
kerugian fisik maupun non fisik kepada masyarakat. Dari hasil penelitian di 
Kota Palopo, penulis menemukan 5 orang masyarakat yang pernah 
dirugikan oleh tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis di 
                                                 
83 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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luar dari kewenangannya. Adapun bentuk kerugian fisik yang dialami 
masyarakat yaitu: 
a. Gangguan Kesehatan Lainnya 
Seseorang yang sakit pasti mengharapkan kesembuhan dan salah 
satu upaya yang dilakukannya yaitu berobat. Baik itu membeli sendiri 
obatnya, berobat ke rumah sakit atau puskesmas bahkan meminta 
pertolongan tenaga keperawatan dalam hal ini perawat dan bidan yang 
ada di dekat rumahnya seperti halnya yang terjadi di Kota Palopo. Pada 
saat sakit, masyarakat datang kepada tenaga keperawatan di sekitar 
tempat tinggalnya meminta untuk diobati. Apabila tenaga keperawatan 
memberikan pengobatan, di mana tindakan tersebut tidak dalam keadaan 
darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang, maka tenaga keperawatan 
telah melakukan tindakan di luar dari kewenangan yang diberikan. 
Dalam bidang kesehatan sendiri tidak menutup kemungkinan 
seorang tenaga kesehatan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam 
melakukan pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk 
pertanggungjawabannya yaitu ganti kerugian baik itu perbuatan 
wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum. Dari hasil penelitian di 
Kota Palopo, penulis menemukan beberapa masyarakat yang dirugikan 
oleh tenaga keperawatan. 
Salah satu kerugian yang diderita oleh pasien dari tenaga 
keperawatan yang melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya 
yaitu terganggunya kesehatan yang lain dari pasien itu sendiri. Berikut 
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hasil wawancara penulis dengan pasien tenaga keperawatan yang pernah 
dirugikan tenaga keperawatan: 
 Bapak Firdaus (41 tahun, tamatan SMA), mengatakan bahwa ia 
pernah menderita sakit dan bengkak pada kakinya. Kemudian ia 
pergi berobat kepada salah seorang bidan di dekat rumahnya. 
Lalu ia di berikan beberapa jenis obat, salah satunya yaitu 
amoxicillin. Namun bukannya sembuh, ia malah menderita 
gatal-gatal berupa benjolan-benjolan hitam di tubuhnya dan 
pusing. Setelah ia datang kembali kepada bidan tersebut, bidan 
tersebut kemudian menyarankannya untuk kedokter. Dokter 
menyatakan bahwa ia alergi terhadap obat amoxicillin dan obat-
obatan yang sejenis.84 
Dari wawancara tersebut, bentuk pertanggungjawaban bidan yaitu 
menyarankan Bapak Firdaus untuk ke dokter. Bapak Firdaus tidak 
menuntut apa-apa, sebab ia datang kepada bidan berdasarkan 
keinginannya sendiri. 
 Ibu Sri (54 tahun, tamatan SMA), mengatakan bahwa ia pernah 
merasa dirugikan oleh seorang perawat. Ia pernah sakit pada 
pinggangnya, kemudian ia meminta pertolongan pada perawat 
di dekat rumahnya. Pada saat berobat, ia diberi pilihan ingin 
diberi obat tablet atau disuntik, namun dengan alasan apabila 
disuntik reaksinya akan lebih cepat maka ia lebih memilih untuk 
disuntik. Setelah disuntik pada bagian paha, bukannya 
                                                 
84 Wawancara dengan pasien tenaga keperawatan, Bapak Firdaus, pada tanggal 20 Oktober 2013. 
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kesembuhan yang didapatkannya melainkan kakinya bengkak 
dan sakit sehingga ia tidak bisa berjalan selama beberapa hari. 
Ia tidak mengetahui mengapa sampai seperti itu dan ia juga 
tidak menuntut apa-apa kepada perawat tersebut dengan 
alasan dia berobat dengan keinginan sendiri.85 
Dari hasil wawancara, bentuk pertanggungjawaban perawat 
tersebut kepada Ibu Sri yaitu membawanya ke puskesmas dan meminta 
maaf kepada Ibu Sri. 
 Ibu Murni (29 tahun, tamatan SMA), mengungkapkan bahwa 
anaknya pernah terjatuh dari kereta (baby walker) dan luka 
pada bagian kening dan tangannya. Dengan alasan percaya 
dan sudah biasa berobat ke perawat, ia membawa anaknya ke 
perawat di dekat rumahnya. Anaknya diberikan suntikan oleh 
perawat tersebut, setelah disuntik anak Ibu murni yang baru 
berusia 1 tahun tidak sadarkan diri seperti tertidur, selama 1 hari 
dan setelah bangun anaknya lemas. Karena merasa khawatir, 
Ibu Murni membawa anaknya ke bidan dan mengatakan 
keluhannya kepada bidan tersebut. Dari pemeriksaannya, bidan 
tersebut mengatakan bahwa kemungkinan anaknya mengalami 
kelebihan dosis suntikan dari perawat sebelumnya.86 
Dari hasil wawancara, bentuk pertanggungjawaban perawat yaitu 
tidak ada sama sekali sebab Ibu Murni enggan untuk 
mempermasalahkannya kepada perawat tersebut sebab awalnya ia hanya 
meminta pertolongan dengan keinginan sendiri. 
                                                 
85 Wawancara dengan pasien tenaga keperawatan, Ibu Sri, pada tanggal 2 November 2013. 
86 Wawancara dengan pasien tenaga keperawatan, Ibu Murni, pada tanggal 23 November 2013. 
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b. Penyakit Bertambah Parah 
Berdasarkan hasil penelitian, kerugian lain yang dialami oleh 
pasien dari tenaga keperawatan di Kota Palopo setelah berobat kepada 
tenaga keperawatan yaitu bukannya sembuh penyakitnya malah semakin 
parah. Berikut hasil wawancara penulis dengan pasien tenaga 
keperawatan yang pernah dirugikan oleh tenaga keperawatan. 
 Ibu Yuli (34 tahun, tamatan SD), mengatakan bahwa ia pernah 
diberikan obat yang salah oleh perawat di dekat rumahnya. 
Beliau menjelaskan bahwa pada saat itu, ia merasakan sakit 
perut, dan seperti biasanya ia meminta obat kepada perawat di 
dekat rumahnya kemudian diberikan obat penghilang nyeri yaitu 
asam fenamat. Namun bukannya sembuh, malah perutnya 
semakin sakit dan ia merasa mual. Setelah itu ia kembali 
kepada perawat tersebut, kemudian dikatakan bahwa ia sakit 
maag.87 
Asam mefenamat merupakan obat penghilang nyeri yang tidak 
cocok untuk penyakit maag sebab dapat membuat peningkatan asam 
lambung. 88 Bentuk pertanggungjawaban tersebut yaitu dengan 
memberikan obat maag. 
c. Infeksi 
Infeksi adalah suatu keadaan saat tubuh kemasukan bibit penyakit 
(kuman) sehingga menimbulkan gejala demam atau panas tubuh sebagai 
suatu rekasi tubuh menolak antigen (kuman) agar dapat melumpuhkan 
                                                 
87 Wawancara dengan pasien tenaga keperawatan, Ibu Yuli, pada tanggal 17 November 2013. 
88 http://www.dechacare.com/Asam-Mefenamat-P564-M2.html, pada tangga 17 Desember 
2013. 
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atau mematikan kuman tersebut.89 Berikut hasil wawancara penulis 
dengan masyarakat yang dirugikan oleh tenaga keperawatan: 
 Ibu Dian (43 tahun), menjelaskan bahwa ia pernah meminta 
seorang mantri (perawat laki-laki) untuk mengkhitan anaknya 
yang berumur 5 tahun namun 2 hari setelah di sunat anaknya 
demam padahal anaknya hanya tinggal di rumah. Setelah 
dibawah kerumah sakit, dokter menyatakan bahwa kemaluan 
anaknya infeksi, dokter menjelaskan bahwa menyunat itu 
harusnya dilakukan oleh yang ahli dengan peralatan yang steril. 
Dokter juga menjelaskan padanya bahwa seorang yang ahli 
pasti sudah mengetahui letak-letak urat yang tidak boleh 
dipotong oleh sebab itu sebaiknya jika ingin mengkhitan 
anaknya dilakukan oleh tenaga medis yang sudah ahli. Ia 
sempat ingin menuntut mantri tersebut namun masalah tersebut 
dapat diselesaikan secara kekeluargaan sebab mantri tersebut 
meminta maaf dan bersedia membayar biaya pengobatan 
anaknya selama di rumah sakit. 90 
Bentuk pertanggungjawaban perawat terhadap anak ibu Dian yaitu 
meminta maaf dan membayar biaya pengobatan anaknya. Untuk jumlah 
pengobatan itu sendiri, Ibu Dian tidak mengetahuinya sebab semua 
urusan administrasi yang mengurus adalah mantri tersebut. 
 
 
                                                 
89 http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-infeksi-apa-itu-infeksi-html?m=1, pada 
tanggal 21 Januari 2013. 
90 Wawancara dengan pasien tenaga keperawatan, Ibu Dian, pada tanggal 10 Januari 2013. 
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2. Kerugian Materi 
Selain kerugian secara fisik yang dialami masyarakat akibat dari 
tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan, masyarakat 
juga mengalami kerugian secara materi. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan masyarakat yang pernah dirugikan oleh tenaga keperawatan di 
Kota Palopo, tidak semua tenaga keperawatan bertanggung jawab 
dengan mengganti biaya pengobatan ke dokter maupun rumah sakit. 
Berikut bentuk pertanggungjawaban dari tenaga keperawatan dan 
kerugian yang pernah di alami masyarakat. 
Tabel 6 
Bentuk Pertanggungjawaban Tenaga Keperawatan 




Meminta Maaf 2 40% 
Mendiagnosa kembali dan 
memberikan pengobatan. 
1 20% 
Mengantarkan ke puskesmas 1 20% 
Membayar biaya pengobatan 
di rumah sakit 
1 20% 
Sumber data primer, diolah pada tahun 2014 
Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa bentuk 
pertanggungjawaban tenaga keperawatan apabila melakukan kesalahan 
saat mengobati masyarakat di luar dari kewenangannya yaitu 
mendiagnosa kembali kemudian memberikan obat sesuai hasil diagnosa 
ulang tersebut, mengantarkannya ke puskesmas, dan membayar biaya 
pengobatan di rumah sakit. Jadi selain masyarakat dirugikan secara fisik, 
mereka juga dirugikan secara materi, sebab tidak semua tenaga 
keperawatan yang bertanggungjawab dengan membayar biaya 
pengobatan di dokter maupun di rumah sakit. 
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Namun menurut penulis berdasarkan hasil wawancara tersebut di 
atas, tenaga keperawatan tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya sebab 
masyarakat sendiri yang lebih memilih berobat kepada tenaga 
keperawatan ketimbang ke rumah sakit atau puskesmas. Namun, 
tindakan tenaga keperawatan juga tidak benar sebab ia melakukan 
tindakan di luar dari kewenangan yang diberikan, dimana tindakan 
tersebut jelas bertentangan dengan peraturan pemerintah. Seharusnya, 
tenaga keperawatan menolak saat dimintai tolong oleh masyarakat 
selama tidak dalam keadaan darurat yang menyangkut penyelamatan 
nyawa seseorang.  
Dari hasil wawancara dengan 5 orang pasien tenaga keperawatan 
yang pernah dirugikan oleh tenaga keperawatan, hanya 1 orang yang 
mengetahui perbedaan kewenangan antara dokter dan tenaga 
keperawatan. Mereka mengatakan bahwa tenaga keperawatan dan dokter 
sama-sama bekerja di rumah sakit. Berikut beberapa alasan mereka lebih 
memilih berobat ke tenaga keperawatan ketimbang ke sarana pelayanan 
kesehatan: 
a) Lebih dekat dari rumah 
b) Apabila mereka berobat ke dokter mereka akan sembuh dan 
bila berobat keperawat mereka juga akan sembuh. 
c) Berobat ke perawat atau bidan lebih murah. 
d) Berobat ke puskesmas atau rumah sakit, sedikit dipersulit 
dengan beberapa persyaratannya. 
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Pemerintah seharusnya dapat memberikan penyuluhan tentang 
undang-undang kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat 
mengetahui hak dan kewajibannya dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu dan layak. Sehingga tidak ada lagi tenaga 
keperawatan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi dan apabila ada masyarakat yang 
merasa di rugikan oleh tenaga keperawatan dapat meminta ganti kerugian 
berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 dan Pasal 





























1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat 
atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan di 
luar kewenangannya di Kota Palopo yaitu pengawasan dari Dinas 
Kesehatan dengan pemberian Surat Izin Perawat dan Surat Izin 
Kerja Bidan, di mana tenaga keperawatan diberikan kewenangan 
berdasarkan surat tersebut. Namun masih saja ada tenaga 
keperawatan yang bertindak di luar dari kewenangan yang 
diberikan sebab tidak ada pengawasan secara langsung dari Dinas 
Kesehatan, pengawasan dari Persatuan Perawat Nasional 
Indonesia Kota Palopo dan Ikatan Bidan Indonesia Kota Palopo 
terhadap tenaga keperawatan yang melakukan praktik di 
wilayahnya. Namun belum terlaksana secara efisien, dan 
masyarakat dapat menuntut ganti kerugian kepada tenaga 
keperawatan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan 
Tahun 2009 dan Pasal 1365 KUH Perdata apabila merasa 
dirugikan. 
2. Bentuk pertanggungjawaban tenaga keperawatan akibat dari 
tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan di luar 
dari kewenangannya di Kota Palopo yaitu mendiagnosa kembali 
dan memberikan obat sesuai dengan hasil diagnosa yang baru, 
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mengantarkannya ke puskesmas dan membayar biaya pengobatan 
di rumah sakit. Namun ada pula masyarakat yang dirugikan oleh 
tenaga keperawatan yang bertindak di luar kewenangannya tetapi 
tidak mendapatkan pertanggungjawaban sama sekali. 
 
B. Saran 
1. Seharusnya Dinas Kesehatan dibantu Persatuan Perawat Nasional 
Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia melakukan pengawasan 
secara langsung di lapangan agar tenaga keperawatan tidak 
dengan bebas melakukan tindakan medis di luar dari 
kewenangannya yang dapat merugikan masyarakat. 
2. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisai di masyarakat 
tentang sejauh mana hak mereka dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan yang layak sehingga apabila mereka dirugikan oleh 
tenaga keperawatan, mereka bisa menuntut ganti kerugian 
berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan maupun Pasal 
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